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13erdasarkan scluruh pcmbahasan dan uraian yang telah dikcmukakan pada 
bah.bab scbclumnya datam skripsi in; scsuai dcngan pokok pcrmasalahan yang 
ada, maka dapat ditarik kesimpulan scbagai herikut : 
I) Bahwa perkawinan antar agama mcnurut hukum Islam adalah dilarang. 
Hal ini sesuai dengan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI. Sedangkan 
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terdapat satu pasal pun 
yang mengatur secara tegas mengcnai dipcrholchkan atau tidaknya suatu 
pcrkawinan antar agama. 
2) 	 Menurut pandangan hukum Islam, pcrkawinan antar agama itu 
mcnimbulkan pcndapat-pcndapat dari bcbcrapa golongan, yaitu : 
a) Perkawinan antara seorang laki-Iaki muslim dcngan wanita musyrik 
bcrdasarkan Al Qur'an surat AI 13aqarah ayat 221 dan surat AI 
Mumtahanah ayat JO .iclas hukumnya adalah haram. 
b) Perkawinan antara seorang laki-Iaki muslim dcngan wanita ah'i kitab 
terdapat tiga pendapal yang bcrhcda, yailu : 
I. 	 golongan yang menghalalkan~ 
2. 	 golongan yang mcngharamkan; 
3. 	 golongan yang mcnghalalkan tapi siasat tidak mcnghendaki. 
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c) 	 Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim,' 
berdasarkan Al Qur'an surat AI Baqarah ayat 221 dan kesepakatan 
para ulama tentang larangan perkawinan antara seorang wanita muslim 
dengan pria non muslim, maka hukumnya adalah haram. 
Sedangkan menurut pendapat saya sendiri bahwa sesungguhnya 
pcrkawinan anlar agama itu telap dilarang, jika laki-Iakinya muslim dan 
wanitanya musyrik, sesuai dcngan 1\1 l3aqarah : 221. I\kan tetapi, jika 
wanitanya ahli kilab lelap dipcrbolchkan, scsuai dcngan 1\1 Maidah : 5. 
Jadi kita sebagai umat muslim tidaklah harus menafsirkan apa yang diatur 
dalam Al Qur'an secara tekstual tapi secara kontekstuaL Karena 
sesungguhnya apa yang diatur Allah SWT dalam At Qur'an itu sudah 
seadil-adilnya bagi umat-Nya. 
3) 	 Permasalahan-permasalahan yang timbul daJam perkawinan antar agama 
anlara lain: 
Pertama, mengenai diperbolehkan atau lidaknya pcrkawinan antar agama 
sampai sekarang belum diatur secara tegas dan jelas dalam Undang­
Undang No.1 tahun 1974. 
Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antar agama maka tidak perIu 
jika salah satu pihak pura-pura beralih agama hanya sekedar untuk bisa 
mclangsungkan pcrkawinan, karcna pcrkawinan itu masih bisa 
dilangsungkan dengan cara salah satu pihak mcnundukkan diri pada 
hukum agama pihak Jainnya pada saal perkawinan dilaksanakan. 
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4) 	 Dari pcrkawinan anlar agama illl Icnlulah akiln mcnimhulkan hchcrupa 
akibat hukum, seperti akibat hukum terhadap perkawinan antar agama itu 
sendiri dan status anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan pasangan 
beda agama tersebut. 
2. Saran 
Adapun saran-saran yang bisa saya berikan berkaitan dengan pokok 
permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 
I) 	 Oengan memperhatikan bahwa Undang-Undang No. I tahun 1974 tidak 
terdapat adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan 
antar agama, maka saya mengharapkan agar dapat diwujudkan segera 
suatu pcraturan pemerintah yang mempunyai landasan hukum pada 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai pcraturan pelaksanaan, dari 
instansi-instansi yang bcrwcnang, misalnya Mahkamah Agung, 
Oepatemen Kehakiman, Oepartemen Agama, dan Oepartemen Oalam 
Negeri, bagi perkawinan antar agama. Oengan adanya peraturan 
pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan terse but, maka tidak akan ada 
lagi perbedaan penafsiran yang dapat memberikan jaminan kepastian 
hukum bagi warga negara Indonesia, terutama yang ingin melangsungkan 
perkawinan antar agama. Apabila sclama belum adanya peraturan 
pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari instansi-instansi yang 
berwenang mengenai perkawinan antar agama, maka kekosongan hukum 
dalam hal ini dapat diisi olch yurisprudcnsi. 
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, ! 
")\ I(pnmta tinn-tian individu vanl.!. inu.in mclangsungkan perkawinan antur 
adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar 
agama. 
3) Menurut pandangan saya sendiri sebenarnya perkawinan antar agama ini 
bisa ditcrima secara logika asalkan pcrkawinan itu sClldiri memang 
bertujuan ingin mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah sesuai dengan yang dikehendaki datam Hukum 
Islam. Tidak sedikit juga sclebrits yang melangsungkan praktek 
perkawinan antar agama bisa bahagia rumah tangganya hingga saat ini. 
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